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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan perkembangan sejarah maupun teknologi dan sesuai
dengan peradaban manusia yang semakin maju dan berkembang dalam
keseharian manusia dituntut untuk saling berinteraksi antar sesama dalam
menjalankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan baik secara primer maupun
sekunder. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan sebuah alat untuk

tukar menukar sesuatu, yang sekarang dikenal sebagai uang

Uang adalah alat sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat
pembayaran dan sebagai alat tukar menukar.! yang digunakan dalam
kehidupan manusia sebagai alat pembayaran yang sah maupun sebagai simbol
dari sebuah negara, Peranan uang sangat penting seperti yang dijelaskan
diatas, yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan. Adapun bentuk
kejahatan yang disebabkan oleh uang sangat beraneka ragam dimulai dari
perseorangan maupun badan dimana uang mempunyai peran yang penting
dan tidak sedikit mendorong manusia untuk memiliki uang sebanyak-
banyaknya, meskipun cara yang digunakan melawan hukum. Dalam
perkembanganya Kejahatan-kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan

tidak hanya kejahatan yang berupa pencurian, akan tetapi juga dalam modus-

! Muchdarsyah Sinugan, Uang & Bank, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 5.



modus yang lain seperti penipuan, pengelapan, korupsi, pencucian uang,
memalsukan uang dan mengedarkan uang palsu merupakan cara yang
digunakan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya secara cepat. Salah
satu Tindak pidana yang banyak terjadi adalah pemalsuan uang dan
pengedaranya merupakan kejahatan yang memanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Kejahatan terhadap pemalsuan dan pengedaran uang palsu merupakan
kejahatan yang sangat serius karena dampaknya sangat luas tidak hanya
merugikan negara sebagai satu-satunya yang mengeluarkan uang dalam hal
ini adalah Bank Indonesia yang dapat mengancam perekonomian nasional
melainkan juga merugikan masyarakat sebagai penerima mata uang, dan

menghancurkan kepercayaan terhadap mata uang itu sendiri.

Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan suatu tindak pidana
yang sudah diketahui oleh pelaku bahwa termasuk suatu tindak pidana
penyimpangan hukum. Dan termasuk dalam delik formil yang menekankan
pada perbuatan. Terlepas dari akibat yang mungkin timbul, perbuatan itu
sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat
dipidana. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan
atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah

dilarang dan dapat dipidana.?

? D. Schaffmeister, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1995), 31.



Mengenai kasus yang akan diteliti oleh penulis dalam putusan pengadilan
negeri Medan Nomor 929/Pid.B/2015/PN,Mdn tentang tindak pidana
pengedaran uang palsu, yakni pada bulan Desember 2014 Muhammad Saad
Fauzi (terdakwa) menerima  SMS  dari Syahrial Effendi yang
membutuhkan Dollar palsu karena ada kedutaan yang mau membeli Dollar
palsu. Keesokan harinya Jabar (belum tertangkap) menghubungi terdakwa
dan meminta terdakwa untuk menjemput Dollar palsu yang akan dibeli
orang kedutaan, kemudian terdakwa menghubungi Argen Wardhana untuk
meyakinkan terdakwa mengenai pembeli dollar tersebut, kemudian
Syahrial menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
melalui Argen Wardhana sebagai ongkos penjemputan Dollar tersebut
kepada terdakwa kemudian malam harinya terdakwa langsung berangkat
ke Bireun untuk bertemu dengan Jabar di warung yang berdekatan
dengan Pom Bensin. Dalam pertemuan itu Jabar menyerahkan 20 (dua
puluh) Lak (ikat) Dollar kepada terdakwa yang kemudian terdakwa
langsung kembali ke Binjai dengan membawa Dollar palsu tersebut
setelah berada di Simpang Kebun Lada Jalan Besar Medan Banda Aceh
terdakwa langsung menyerahkan dollar tersebut kepada Argen Wardhana
yang sudah menunggu disana. Kemudian terdakwa langsung pulang ke
rumah, namun transaksi dengan orang kedutaan tersebut gagal.
Selanjutnaya pada tanggal 5 Januari 2015 Argen Wardhana mengantarkan
Dollar palsu tersebut kepada terdakwa, seminggu kemudian Dana datang

lagi menjemput Dollar tersebut karena menurut Dana ada pembeli dari



Batam, namun transaksi dengan orang Batam juga tidak berhasil, hal
tersebut terdakwa ketahui setelah Argen Wardhana menghubungi
terdakwa namun belum sempat di jemput, terdakwa sudah ditangkap

polisi terkait Dollar palsu tersebut.

Mengenai hal tersebut terdakwa divonis dengan hukuman pidana penjara
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.® Namun dalam
pasal 245 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja menjalankan serupa mata
uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank asli dan yang tidak
dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank
yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima
diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa yang menyimpan
atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara
atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan
atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan tidak dipalsu,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan
dalam Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dijelaskan
tentang kejahatan terhadap uang yakni dalam pada pasal 36 ayat 1 “Setiap
orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26 (1)
dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Ayat 2 “Setiap orang yang

menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan

% Direktorat Putusan Nomor 929/Pid.B/2015/PN Mdn



Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 tahun penjara serta denda paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Dan pada ayat 3 “Setiap orang
yang mengedarkan dan/membelanjakan Rupiah yang diketahuinya
merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara serta denda paling

banyak Rp 50.000,000,000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Pengedaran mata uang palsu yang terdapat dalam putuasan no.
929/Pid.B/2015 /PN Mdn yang didakwa dengan pasal 245 KHUP jo 56 ke 1
KUHP, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. namun
dalam putusan diatas terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun. Padahal
tindak pidana tentang mata uang termasuk dalam Undang-undang mata uang
(UU No.7 Th 2011) yang termasuk dalam lex specialis atas KUHP
sebagaimana dalam pasal 63 ayat 2 KUHP. Perumusan tindak pidana
terhadap mata uang dalam KUHP diatur dalam pasal 244-252 KUHP sebagai

berikut:*

1. Perbuatan memalsukan uang

2. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu

3. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu

4. Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata

uang dengan maksud untuk diedarkan

*R. Soesilo , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia, 1983), 184-192



5. Mengedarkan mata uang yang sudah rusak

6. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang
dikurangi nilaiinya

7. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau rusak

8. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang

9. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau

lembaran-lembaran perak tanpa ijin.

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut
dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu secara tungal (hanya satu jenis pidana
yaitu penjara) dan alternatif (pidana penjara dan atau denda). Perumusan
pidana tunggal diancam kepada pelaku pemalsuan perusakan mata uang
(butir a-f) sedangakan secara alternatif diancam kepada pelaku (butir g-i).
Sebagaimana dalam putusan diatas dimana putusan tersebut berisikan
tentang pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan
tersebut terdakwa didakwa dengan pasal 245 KUHP dan didakwa dengan

dakwaan tunggal.

Sesuai dengan UU No 7 Th 2011 pengedaran mata uang palsu diatur
dalam pasal 36 ayat 3 bahwa pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun
dan dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00. Dan dalam pasal
38 juga dijelaskan bahwa perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 33, 34, 35, 36 ayat 1,2,3,. sedangkan dalam putusan tersebut hanya

dipidana penjara tanpa ada pidana denda. Untuk tindak pidana pengedaran



uang palsu tidak dipersyaratkan harus dari Negara tersangka, tetapi uang
tersebut mungkin juga berasal dari Negara lain sebagaimana pembahasan

yang dikemukakan penulis.

Berdasarkan kronologi kasus, pelaku sudah memenuhi unsur tindak
pidana pasal 36 ayat 2 dan 3 dan seharusnya pelaku dikenakan pasal berlapis,
sedangkan hakim dalam memutus perkara dengan nomor 929/pid.B/2015/PN
Mdn hanya menjatuhkan hukuman yang dirasa tidak sesuai dengan UU
Nomor 7 Tahun 2011 yaitu menjatuhkan hukuman hanya dengan pidana

penjara 2 (dua) tahun tanpa dikenakan hukuman denda sama sekali.

Suatu tindak kejahatan dalam Islam bisa juga disebut dengan jinayah
kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak
pidana, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syarak) yang diancam dengan

hukuman had atau takzir.’

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di duinia maupun akhirat.®
Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi
setiap manusia untuk melaksanakanya. Konsep kewajiban asasi syariat bagi
setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat,

yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada

°>Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana |slam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

9

® Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.



diri sendiri maupun untuk mememuhi perintah Allah. Perintah Allah

dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama
maka di dalamnya terkandung dua aspek, yaitu aspek moral dan aspek
yuridis. Aspek moral dapat dilaksanakan oleh setiap individu karena
berkaitan dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Aspek yuridis
dilaksanakan oleh pemerintah karena menyangkut sanksi hukum dan ini tidak

bisa dilaksanakan oleh perorangan, seperti halnya dalam hukum perdata.’

Dalam hukum Islam menerangkan tentang pengedaran uang palsu yang
isinya dapat di simpulkan empat pendapat dari para fugaha anshar (negara-
negara besar), pertama : bahwa jual beli menjadi batal (rusak) pada saat
terjadi pengembalian, kedua : Penetapan (pengakuan) terhadap adanya jual
beli tersebut dan keharusan mengembalikan, ketiga : Pemilihan antara jumlah
yang sedikit dengan yang banyak, keempat: kebolehan memilih antara
mengganti yang palsu atau menjadi sekutunya. Dalam Islam uang juga dapat
di definisikan sebagai suatu yang dibuat oleh seseorang atau kelompok
tertentu sebagai transaksi pembayaran tanpa kewenangan yang diberikan
negara yang sah kepadanya dan hukumnya haram diperjual belikannya uang

palsu.®

Menurut hukum pidana Islam (fikih jinayah) tindak pidana pengedaran

uang palsu merupakan tindak pidana penipuan dimana tindak pidana ini

"Ibid., vii.
8Al-Imam Asy-Asyafi’i RA, Terjemah Al-Umm Jilid IV, (Jakarta: CV Faizan, 1982), 56.



berkaitan dengan harta benda.” Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci
tentang perbuatan penipuan ini sebagaimana disebutkan dalam surah

Albagarah Ayat 188, yang berbunyi:

o}a/‘/ i o g ’°’;°yf°f°“2/ Py /_/ 3’°’.‘., Ig o & ~o- o}//o/‘ }}%://
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Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal
kamu mengetahui.™

Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda :
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Barangsiapa yang mengarah senjata kepada kami. Dan barangéiapa yang
menipu kami, maka dia bukan golongan kami. (HR. Muslim No. 101)"

Daam hukum Islam menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah

merupakan ciri munafik. Munafik seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran

surah An-Nisa’ ayat 145.
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Artinya:

°Abu Muawiah, “Haramnya Semua Bentuk Penipuan”, al-atsariyyah.com/haramnya-semua
bentuk-penipuan.html, diakses pada, 24 Maret 2017.

19 Departement Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syamil, 2005), 46.

Y Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asgalani, Terjemah Bulughul Maram Dan Penjelasanya, (Jakarta:
Pustaka Amani, 2000), 578.
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Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan
yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat
seorang penolongpun bagi mereka.

Ayat diatas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih
membahayakan dari pada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta
hukumanya seperi hukuman orang kafir yaitu hukum bunuh, maka hukuman
terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan

terhadap perampok.*?

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian yang berkaitan dengan “ Tinjaun Hukum Pidana
Islam Terhadap Putusan Hakim No 929/Pid.B/2015/PN,Mdn Tentang
Pengedaran Mata Uang Palsu” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
apakah landasan hukum yang digunakan hakim pengadilan negeri Medan
dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pengedaran mata uang palsu
sesuai dengan hukum pidana Islam dan perundang-undangan yang berlaku

serta tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana tersebut.

B. ldentifikasi dan Batasan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas penulis dapat mengindentifikasi

beberapa masalah sebagai berikut:

12 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 71.
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1. Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana pengedaran mata uang
palsu.

2. Bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pengedaran
mata uang palsu.

3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran mata uang palsu.

4. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri medan nomor
929/Pid.B/2015 tentang pengedaran mata uang palsu.

5. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pengedaran

mata uang palsu terhadap putusan nomor 929/Pid.B/2015/PN Mdn.

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada

permasalahan yang akan dikaji, maka penulis membatasi penelitian pada:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana
pengedaran mata uang palsu terhadap putusan nomor 929/Pid.B/2015/PN
Mdn.

2. Prespektif hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pengedaran

mata uang palsu terhadap putusan nomor 929/Pid.B/2015/PN Mdn.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
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1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 929/Pid.B/2015 tentang pengedaran mata uang
palsu?

2. Bagaimana analisa hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Medan nomor 929/Pid.B/2015 tentang pengedaran mata uang

palsu?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas
bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau
duplikasi dari kajian atau penelitian yang yang telah ada.*® Berkaitan dengan
beberapa tema diantaranya ialah:

1. Skripsi yang disusun oleh Amiratul Azizah “ Tijauan Hukum Pidana
Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU No.7
Tahun 2011 Tentang Mata Uang Palsu (Studi Putusan PN Kediri No.
137/Pid Sus /2014/PN.Kdr)”. skripsi ini lebih menitik beratkan pada
penyelesaian perkara tindak pidana pemalsuan uang rupiah sesuai dengan

hukum pidana Islam dan perundang-undang yang berlaku.**

 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,
(Surabaya: t.p., 2016), 8.

 Amiratul Azizah , “Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 137/Pid Sus/2014/Pn. Kdr
Tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan
UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Palslu” (Skripsi— UIN Sunan Ampel Surabaya,
2016).
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2. Skripsi yang disusun oleh Arif Effendi “Studi Komparatif Terhadap
Sanksi Delik Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut KUHP Pasal 244
Dan Hukum Pidana Islam Ditinjau Dari Figih Jinayah”. Skripsi ini
meneliti tentang perbedaan pemberian sanksi terhadap tindak pidana
pemalsuan uang berdasarkan KUHP Pasal 244 dan hukum pidana islam.*®

3. Skripsi yang disusun oleh Soni Hermon “Proses Penyelidikan Tindak
Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana”. Skripsi ini membahas tentang
proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang oleh kepolisian sesuai

dengan UU Nomor 8 tahun 1981.%

Penelitian yang penulis lakukan menindaklanjuti putusan hakim
Pengadilan Negeri Medan tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu
dengan nomor putusan: 929/pid/2015/Pn. Mdn. Pada putusan ini dirasa hakim
telah menjatuhi hukuman yang relatif meringankan pelaku tindak pidana

pengedaran uang palsu.

Dari pernyataan tersebut maka penulis ingin membahas putusan hakim
tersebut guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, juga untuk
melengkapi penelitian-penelitian tentang tindak pidana pengedaran uang.

Yang membedakan dalam penulisan skripsi ini dengan yang sudah pernah

B Arif Effendi,” Studi Komparatif Terhadap Sanksi Delik Tindak Pidana Pemalsuan Uang
Menurut KUHP Pasal 244 Dan Hukum Pidana Islam Ditinjau Dari Figih Jinayah”, (Skripsi—
IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

18Soni Hermon,“Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”, (skripsi —universitas andalas,
padang,2012).
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dibahas adalah penulis akan menganalisis terhadap putusan Nomor:
929/Pid/2015/Pn. Mdn tentang pengedaran mata uang palsu dengan
menggunakan pasal 245 KUHP dan perundang-undangan yang berlaku.
Kajian pustakan yang dilakukan oleh penliti bertujuan untuk mendapat

gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti.

. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan
negeri Medan nomor 929/Pid.B/2015/PN Mdn tentang tindak pidana
pengedaran mata uang palsu.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan
pengadilan negeri Medan nomor 929/Pid.B/2015/PN Mdn tentang tindak

pidana pengedaran mata uang palsu.

. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran
bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat
digunakan untuk 2 (dua) aspek, yaitu:
1. Aspek teoritis yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan dan

penelitian secaea lebih lanjut terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang
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hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah pengedaran mata

uang palsu sehingga akan didapatkan hasil yang bermanfaat bagi

perkembangan ilmu hukum dimasa mendatang
2. Aspek praktis

a. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

b. Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa
pentingnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pengedaran mata uang
palsu.

c. Penyusunan skripsi ini sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan
akademis dan memperoleh gelar sarjana dalam prodi Hukum Pidana
Islam Jurusan Hukum Publik Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional
Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu
adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam
memahami penelitian ini agar jelas tentang arah dan tujuanya, sehingga tidak
terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.
Dalam hal ini penulis akan terlebih dahulu menjelaskan definisi
operasional terkait dengan judul “Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap

Putusan Hakim No 929/Pid.B/2015/PN Mdn Tentang Pengedaran Mata Mata
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Uang Palsu”, maka penulis sertakan beberapa definisi yang terkait dengana

penelitian ini:

1. Hukum pidana Islam adalah ilmu tentang syara’ yang berkaitan dengan
masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) hukumanya, yang diambil dari
dalil-dalil yang terperinci.'’” Atau larangan hukum yang diancam oleh
Allah dengan hukuman had atau takzir Dalam penelitian ini merupakan
teori jarimah takzir.'®

2. Putusan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatanya
dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah
melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya
berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan
hukum dibuat daam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan
perkara®® Dalam hal ini adalah Putusan Hakim No 929/Pid.B/2015/PN
Mdn Tentang Pengedaran Mata Mata Uang Palsu.

3. Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar,
dan/atau desainya mentyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak,
digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara

melawan hukum.?°

" Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas...,2

*® Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 6.

¥ Lilik Mulyani, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan,
(Jakarta:Mandar Maju, 2007),27.

%% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
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4. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau

mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.?

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan

prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data

tertulis dari dokumen, undang-undang hukum pidana, Undang-undang

tentang mata uang, artikel dan putusan pengadilan negeri Medan Nomor:

929/Pid.B/2015 yang dapat ditaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang

akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan

ini, maka menggunakan metode:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif yang bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka.”> Dalam hal ini penelitian dilakukan untuk
mengindentifikasi Tinjaun Hukum Pidana Islam Tentang “Pengedaran
Mata Uang Palsu” (studi Putusan No 929/Pid.B/2015/PN Mdn). Metode
yang digunakan adalah metode berfikir deduktif ( cara berfikir dalam
penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang

sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukan untuk

?! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
%2 perjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajagrafindo, 1995),

13.
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sesuatu yang sifatnya khusus). Dalam kaitanya dengan penelitian
normative disini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu, pendekatan

perundang-undang dan pendekatan konsep.*®

2. Data yang dikumpulkan
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).
Penelitian ini dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membicarakan
tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim No
929/Pid.B/2015/PN Mdn Tentang Pengedaran Mata Uang Palsu. Hal ini
dilakukan guna meninjau pertimbangan hakim terhadap tindak
pengedaran mata uang palsu berdasarkan pasal 36 ayat 3 Undang-undang
Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan sanksi berdasarkan hukum
pidana Islam.
3. Sumber data
Sumber data, yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer
maupun sekunder.?* adapun sumber data penelitian ini meliputi:
a. Sumber data primer
Sumber data primer yaitu data yang bersifat utama dan penting
yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang

diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yaitu putusan Pengadilan

% Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia,
2007), 300.
 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis...,9.
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Negeri Medan Nomor. 929/Pid.B/2015 tentang pengedaran mata uang

palsu dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diambil dan

diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi

berupa benda-benda tertulis seperti teori dari buku-buku literatur yang

berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut:

1) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.

2) D. SchaFfmeister, Hukum Pidana.

3) Muchdarsyah Sinugan, Uang & Bank.
Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (library
research), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan
berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian
memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan
masalah yang dibahas.
Teknik analisis data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggambarkan atau
mengguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat
perbandingan atau mengembangkan satu dengan yang lainya, yakni
menguraikan kasus tentang hukuman yang melakukan tindak pidana

pengedaran uang palsu yang diputuskan oleh pengadilan negeri Medan
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secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang
dipakai oleh hakim, isi putusan kemudian dilakukan analisis berdasarkan

berkas-berkas yang ada dan menilai secara hukum islam.

Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih
memperjelas serta mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka dibuat
suatu sistematika penulisan ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun
sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 11, bab ini merupakan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi
pengedaran mata uang palsu yang meliputi definisi takzir, dasar hukum,
tujuan sansksi, jenis dan sanksi hukumanya.

Bab I, pada bab ini membahas tentang putusan pengadilan negeri
medan yang dimana pada bab ini akan berisi tentang kasus posisi serta dasar
hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pengedaran mata uang

palsu.
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Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisi terhadap tinjauan hukum
pidana Islam terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 929/Pid.B/2015/PN Mdn).

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian

jawaban permasalahan dari penelitian.



